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ABSTRAK

Daud Erikson Beslisin, 2026. Eksistensi lembaga adat dalam struktur pemerintahan desa timau
kabupaten kupang berdasarkan undang-undang nomor 4 Tahun 2024 tentang Desa. Program Studi
IImu Hukum, Universitas Persatuan Guru 1945 NTT. Pembimbing Bapak Simson lasi, S.H., M.H.
dan Bapak Marthen Dillak, S.H., M.H. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi lembaga
adat dalam struktur pemerintahan Desa Timau Kabupaten Kupang berdasarkan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2024 tentang Desa. Fokus penelitian ini meliputi keberadaan lembaga adat, peran
dan fungsi lembaga adat dalam pemerintahan desa, implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2024 tentang Desa, serta faktor pendukung dan penghambat eksistensi lembaga adat dalam
kehidupan masyarakat Desa Timau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif
dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa Timau, perangkat desa, tokoh adat,
tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Timau. Teknik analisis data menggunakan reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat di
Desa Timau masih memiliki eksistensi yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat dan
pemerintahan desa. Lembaga adat masih berperan dalam penyelesaian konflik masyarakat,
pelaksanaan musyawarah desa, pelestarian adat istiadat, serta menjaga hubungan sosial masyarakat.
Pemerintah desa juga masih melibatkan tokoh adat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan
pemerintahan desa. Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Desa terlihat
melalui pengakuan terhadap hak asal-usul dan adat istiadat masyarakat desa. Namun demikian,
terdapat beberapa hambatan terhadap eksistensi lembaga adat, antara lain pengaruh modernisasi,
kurangnya regenerasi tokoh adat, menurunnya pemahaman generasi muda terhadap adat istiadat,
dan belum adanya peraturan desa khusus mengenai lembaga adat. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa lembaga adat di Desa Timau masih memiliki peran penting dalam kehidupan
masyarakat dan pemerintahan desa, namun perlu adanya kerja sama antara pemerintah desa, tokoh
adat, dan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan keberadaan lembaga adat di tengah
perkembangan zaman.

Kata Kunci: Eksistensi, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, Undang-Undang Desa, Desa Timau.

ABSTRAK
Daud Erikson Beslisin, 2026. The Existence of Traditional Institutions in the Governmental
Structure of Timau Village, Kupang Regency Based on Law Number 4 of 2024 concerning Villages.
Law Study Program, Universitas Persatuan Guru 1945 NTT. Mr. Simson Lasi, S.H., M.H. and Mr.
Marthen Dillak, S.H., M.H. This study aims to determine the existence of traditional institutions
within the governmental structure of Timau Village, Kupang Regency, based on Law Number 4 of
2024 concerning Villages. The focus of this research includes the existence of traditional
institutions, their roles and functions in village governance, the implementation of Law Number 4
of 2024 concerning Villages, as well as the supporting and inhibiting factors affecting the existence
of traditional institutions in the social life of Timau Village. The research method used is qualitative
research with a descriptive approach. Data collection techniques were conducted through
interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of the Head of
Timau Village, village officials, traditional leaders, community leaders, and the people of Timau
Village. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and conclusion
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drawing. The results of the study indicate that traditional institutions in Timau Village still have a
fairly strong existence in community life and village governance. Traditional institutions continue
to play a role in resolving community conflicts, conducting village deliberations, preserving customs
and traditions, and maintaining social relations within the community. The village government also
continues to involve traditional leaders in various social and governmental activities. The
implementation of Law Number 4 of 2024 concerning Villages can be seen through the recognition
of the rights of origin and the customs and traditions of village communities. However, several
obstacles still affect the existence of traditional institutions, including the influence of
modernization, the lack of regeneration of traditional leaders, the declining understanding of
customs among the younger generation, and the absence of specific village regulations regarding
traditional institutions.Based on the results of the study, it can be concluded that traditional
institutions in Timau Village still play an important role in community life and village governance.
However, cooperation between the village government, traditional leaders, and the community is
needed to maintain and preserve the existence of traditional institutions amid the development of
the modern era.

Keyword: Existence, Traditional Institutions, Village Government, Village Law, Timau Village.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat dipengaruhi oleh
desa. Desa diakui sebagai unit komunitas hukum yang memiliki hak adat, kebiasaan,
budaya, dan sistem sosial yang telah berkembang selama beberapa generasi, selain berfungsi
sebagai wilayah pemerintahan administratif terendah. Dalam masyarakat Indonesia, desa
adalah tempat di mana nilai-nilai sosial, budaya, dan adat istiadat dibudayakan dan
diwariskan dari generasi ke generasi.

Komunitas pedesaan di Indonesia secara historis telah hidup berdampingan dengan
sistem adat sebelum pembentukan sistem pemerintahan kontemporer. Hubungan sosial
dibangun dalam masyarakat tradisional dengan mematuhi norma, adat, dan hukum adat
yang dihormati secara kolektif. Baik dalam konteks hubungan keluarga, penyelesaian
sengketa, distribusi hak atas tanah, pelaksanaan upacara tradisional, atau pengambilan
keputusan secara kolaboratif, norma-norma ini berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan
komunitas.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia secara
konstitusional mengakui keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Negara
mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisional
mereka, selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa
sistem konstitusi Indonesia memberikan nilai yang signifikan pada hukum adat dan lembaga
adat.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat kemudian diperkuat melalui Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian mengalami perubahan menjadi
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut, desa
diberikan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat.
Negara memberikan ruang kepada desa untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang
sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakatnya.

Beberapa komponen paling signifikan dari kehidupan komunitas desa adalah lembaga
adat. Lembaga adat bertanggung jawab atas pelestarian nilai-nilai budaya, norma-norma
sosial, dan hukum adat yang ada dalam masyarakat. Selain itu, lembaga adat bertanggung
jawab atas pemeliharaan stabilitas sosial, penyelesaian sengketa adat, pelaksanaan upacara
adat, dan dukungan terhadap administrasi desa dalam pengembangan masyarakat.

100



Para pemimpin adat dihormati tinggi dalam masyarakat tradisional karena keahlian
mereka dalam sejarah komunitas lokal, nilai-nilai budaya, dan hukum adat. Dalam banyak
kasus, mediasi pemimpin adat sangat penting dalam penyelesaian konflik komunitas secara
damai, mencegah munculnya perpecahan sosial.

Di banyak daerah di Indonesia, lembaga adat terus menjadi faktor penting dalam
kehidupan masyarakat kita. Meskipun kemajuan modernitas terus berkembang, hal ini
menunjukkan bahwa masyarakat terus menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional sebagai
komponen integral dari identitas budaya mereka. Lembaga yang dianggap adat bukan hanya
representasi budaya, tetapi juga lembaga sosial yang memiliki tujuan praktis dalam
kehidupan masyarakat.

Salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempertahankan komunitas
dengan ikatan adat yang kuat adalah Kabupaten Kupang. Tradisi dan adat istiadat terus
sangat dihargai dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kupang, di mana mereka terus
membimbing mereka dalam berbagai kegiatan sosial. Lembaga adat dan pemimpin adat
terus terlibat dalam semua kegiatan tradisional, termasuk pernikahan adat, pembagian
warisan, penyelesaian sengketa, dan upacara lainnya.

Desa Timau sebagai salah satu desa di Kabupaten Kupang juga masih
mempertahankan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakatnya. Keberadaan lembaga
adat di Desa Timau masih diakui dan dihormati oleh masyarakat. Tokoh adat masih sering
dilibatkan dalam kegiatan masyarakat maupun kegiatan pemerintahan desa, terutama yang
berkaitan dengan adat istiadat dan kehidupan sosial masyarakat.

Pemerintahan desa ditandai dengan hubungan erat antara lembaga tradisional dan
pemerintah desa. Para pemimpin tradisional sering kali dilibatkan dalam musyawarah
pemerintah desa, penyelesaian konflik komunitas, pengembangan komunitas, dan
pelaksanaan kegiatan budaya dan adat. Hubungan ini menggambarkan kolaborasi antara
sistem pemerintahan formal dan sistem adat yang ada dalam komunitas.

Namun demikian, struktur pemerintahan desa juga menghadapi berbagai tantangan
dalam keberadaan lembaga adat. Evolusi sistem pemerintahan kontemporer, gelombang
globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan pola pikir masyarakat semuanya
berkontribusi pada transformasi nilai-nilai tradisional. Kecenderungan generasi baru
terhadap budaya kontemporer telah mengakibatkan pemahaman yang berkurang terhadap
adat dan tradisi tradisional.

Selain itu, peran lembaga adat mungkin terbatas akibat semakin formalnya
administrasi pemerintahan desa. Dalam keadaan tertentu, lembaga adat hanya terlibat dalam
kegiatan seremonial tertentu. Pada kenyataannya, lembaga-lembaga tradisional memiliki
potensi besar untuk memfasilitasi pembentukan pemerintahan desa yang partisipatif dan
harmonis yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal. Keberadaan lembaga-lembaga ini
juga dipengaruhi oleh tidak adanya peraturan desa yang secara tegas mengatur posisi dan
wewenang lembaga adat. Tidak semua desa memiliki peraturan desa mengenai lembaga adat
sehingga hubungan kerja antara pemerintah desa dan lembaga adat belum berjalan secara
optimal. Secara sosiologi hukum, eksistensi Lembaga Adat Desa (LAD) di Desa Timau,
Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang, berada dalam pusaran dualisme tata
kelola pemerintahan. Di satu sisi, pranata adat masyarakat Amfoang yang dipimpin oleh
para fungsionaris tradisional seperti Usif (kepala adat) dan para tetua adat memiliki
legitimasi kultural yang bersifat absolut di mata warga desa. Kepatuhan masyarakat adat
Timau terhadap keputusan adat—baik yang berkaitan dengan pengelolaan tanah ulayat,
pemanfaatan hasil hutan di kaki Gunung Timau, pelaksanaan upacara ritual, hingga sanksi
sosial perdamaian adat (adat kepala tulang atau sejenisnya)—terbangun atas dasar kesadaran
spiritual dan ikatan genealogi yang turun-temurun. Hukum adat dalam konteks ini bekerja
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efektif sebagai living law yang menjaga stabilitas horizontal.

Namun, di sisi lain, berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
(Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014) membawa standardisasi birokrasi yang
sangat formal dan rigid. Rezim undang-undang desa yang baru menuntut akuntabilitas
administratif, efisiensi waktu, serta legalitas formal dalam setiap proses pengambilan
keputusan desa. Konsekuensinya, struktur pemerintahan modern yang diwakili oleh Kepala
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sering kali terjebak dalam dilema struktural.
Ketika proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menuntut
penyelesaian draf program secara cepat demi pencairan dana desa, mekanisme musyawarah
adat (Kelefe) yang mengedepankan konsensus mendalam antartokoh adat sering kali
dikesampingkan atau sekadar formalitas. Ketergesaan birokrasi ini berisiko melahirkan
kebijakan desa yang "sah" secara hukum negara, tetapi "cacat" secara legitimasi kultural di
mata masyarakat Timau. esenjangan ini semakin meruncing pada aspek pelestarian ritual
adat dan pengambilan keputusan strategis terkait ruang hidup masyarakat. Sebagai contoh,
dalam penetapan batas wilayah desa atau pengelolaan potensi ekowisata dan kawasan
penyangga di sekitar pegunungan Timau, hak-hak ulayat yang dikelola secara adat kerap
berbenturan dengan regulasi dinas kedinasan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 secara
eksplisit mengakui kedudukan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa. Namun, rumusan
pasal-pasal dalam regulasi tersebut masih bersifat makro dan belum merincikan batas-batas
demarkasi wewenang yang konkret antara fungsionaris adat dan aparatur desa formal. LAD
diposisikan dalam zona abu-abu: diakui keberadaannya untuk melestarikan kebudayaan,
tetapi dilumpuhkan suaranya ketika berhadapan dengan keputusan-keputusan strategis
ekonomi-politik desa. Ketiadaan sinkronisasi ini diperparah oleh kekosongan hukum
(rechtsvaculim) di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Kupang belum memiliki regulasi
turunan berupa Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengkodifikasi peran, hak,
serta kedudukan fungsional Lembaga Adat dalam sistem pemerintahan desa reguler seperti
Desa Timau. Akibatnya, hubungan kerja antara Kepala Desa, BPD, dan LAD berjalan secara
sporadis, transaksional, dan sangat bergantung pada karakter personal figur yang menjabat
sebagai Kepala Desa. Jika tidak diteliti dan dicarikan formulasi hukumnya, status LAD di
Desa Timau lambat laun akan mengalami degradasi fungsional—bergeser dari lembaga
peradilan dan pengambil keputusan adat yang berwibawa, menjadi sekadar "organ
pelengkap"” seremonial kebudayaan untuk menyambut tamu kedinasan. Modernisasi juga
membawa pengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat desa. Masyarakat mulai
mengalami perubahan dalam pola interaksi sosial, pola pikir, dan gaya hidup. Nilai gotong
royong, musyawarah, dan solidaritas sosial yang dahulu menjadi ciri masyarakat adat mulai
mengalami penurunan akibat pengaruh individualisme dan perkembangan teknologi. Di sisi
lain, lembaga adat sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan
keharmonisan masyarakat. Lembaga adat dapat menjadi sarana dalam membangun
komunikasi sosial, menjaga stabilitas masyarakat, serta memperkuat identitas budaya
masyarakat desa.

Konsep pembangunan yang didasarkan pada kearifan lokal juga terkait dengan
keberadaan lembaga adat dalam pemerintahan desa. Pembangunan desa tidak hanya
berfokus pada pembangunan fisik; hal ini juga harus mempertimbangkan aspek sosial-
budaya masyarakat. Pengembangan desa dapat dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan
kebutuhan masyarakat setempat dengan menggabungkan lembaga adat mereka. Pengakuan
negara terhadap hak asal dan adat masyarakat dalam konteks Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2024 tentang Desa menunjukkan bahwa lembaga adat diizinkan untuk bertahan dan
berkembang dalam sistem pemerintahan desa. Oleh karena itu, sangat penting untuk
memantau dampak undang-undang tersebut terhadap mata pencaharian penduduk Desa
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Timau.

Karena dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara
pemerintah desa dan lembaga adat dalam administrasi pemerintahan desa, penelitian tentang
keberadaan lembaga adat di Desa Timau sangat penting. Penelitian ini juga dapat
menggambarkan sejauh mana lembaga adat terus beroperasi dan memberikan dampak pada
kehidupan masyarakat. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi
akademis yang signifikan terhadap kemajuan studi hukum, dengan penekanan khusus pada
pemerintahan desa dan hukum adat. Selain itu, diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini
akan memberikan informasi berharga kepada pemerintah desa untuk meningkatkan peran
lembaga adat dalam pengembangan dan pengarahan masyarakat desa. Meskipun Undang-
Undang No. 3 Tahun 2024 secara hukum memungkinkan penguatan lembaga adat, kondisi
empiris di Desa Timau, Kabupaten Kupang, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara
das Sollen (apa yang seharusnya) dan das Sein (apa yang sebenarnya terjadi). Secara
sosiologis, masyarakat Desa Timau masih sangat patuh pada kepemimpinan tradisional
fungsionaris adat (Usif dan para tokoh adat). Nilai-nilai hukum adat tetap hidup (living law)
dalam mengatur sanksi sosial, pengelolaan tanah ulayat, hingga penyelesaian sengketa
antarwarga. Namun, kedudukan fungsional ini belum sepenuhnya terartikulasi dengan baik
di dalam bagan struktur pemerintahan desa yang bersifat birokratis-modern. Kondisi
dilematis muncul ketika penataan administrasi pemerintahan desa dituntut untuk bergerak
cepat, efisien, dan serba formal sesuai regulasi negara. Di satu sisi, Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) wajib menjalankan perintah undang-undang yang rigid. Di
sisi lain, mereka tidak dapat mengabaikan peran Lembaga Adat Desa (LAD) yang memiliki
basis legitimasi kultural kuat di mata masyarakat Timau. Tanpa adanya kejelasan posisi
penempatan LAD dalam struktur pemerintahan desa, potensi tumpang tindih kewenangan
(overlapping) sangat rentan terjadi, terutama dalam hal pengelolaan aset desa yang
bersinggungan dengan tanah adat atau hutan ulayat. Selain itu, pasca-pemberlakuan UU No.
3 Tahun 2024, Desa Timau di Kabupaten Kupang dihadapkan pada tantangan pembagian
peran yang jelas. Apakah Lembaga Adat hanya diposisikan sebagai wadah seremonial
kebudayaan di bawah binaan Kepala Desa, atau justru bertindak sebagai lembaga
independen yang setara sebagai mitra kritis pemerintah desa? Ketidakjelasan regulasi
turunan di tingkat daerah (Peraturan Daerah Kabupatern Kupang) mermperrparah
kertidakpastian posisi hukum lermbaga adat di tingkat lokal. Akibatnya, erksisternsi
lermbaga adat serring kali berrgantung pada kompromi politik lokal atau niat baik kerpala
dersa yang mernjabat, bukan atas dasar kerpastian hukum yang berrkerlanjutan. Fernomerna
inilah yang merlandasi urgernsi dilakukannya pernerlitian ini. ERksisternsi Lermbaga Adat
di Dersa Timau tidak bolerh dibiarkan berrjalan sercara informal tanpa payung kermitraan
yang baku derngan permerrintah dersa. Diperrlukan serbuah kajian hukum merndalam
untuk mermertakan bagaimana rerposisi dan rerkonsiliasi antara struktur adat yang berrsifat
kultural derngan struktur permerrintahan dersa yang berrsifat struktural-formal pasca-
berrlakunya undang-undang dersa terrbaru. Merlalui permahaman yang komprerhernsif,
diharapkan struktur permerrintahan Dersa Timau dapat merwujudkan tata kerlola
permerrintahan yang hibrida—erferktif sercara administratif nergara namun tertap
merndapat lergitimasi kuat sercara adat.

METODE PENELITIAN

Pemerlitian ini dilaksanakan di Dersa Timau, Kabupatem Kupang. Lokasi terrserbut
dipilih karema Dersa Timau masih memperrtahankan nilai-nilai adat dalam kerhidupan
masyarakat serrta masih terrdapat kerterrlibatan lermbaga adat dalam berrbagai kergiatan
kermasyarakatan dan permerrintahan dersa.

103



HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dersa Timau merrupakan salah satu dersa yang terrlertak di Kercamatan Amfoang
Barat Laut, Kabupatern Kupang, Provinsi Nusa Ternggara Timur. Sercara gerografis, dersa
ini mermiliki topografi yang berragam, terrdiri dari dataran rerndah dan perrbukitan kapur
yang khas bagi wilayah Pulau Timor. Luas wilayah Dersa Timau merncapai 55,67/km,
derngan batas-batas wilayah serbagai berrikut: serberlah Utara berrbatasan derngan Dersa
Oerlfatu dan Dersa Honuk, serberlah Serlatan Dersa Saukiber, serberlah Timur Dersa
Faumers, dan serberlah Barat Saukiber. Kondisi gerografis ini sercara langsung
mermperngaruhi pola kerhidupan masyarakat dan struktur kerpermilikan tanah adat. Tanah-
tanah di daerrah perrbukitan umumnya dianggap serbagai tanah ulayat atau tanah kerramat
(tanah pusaka) yang perngerlolaannya diatur kertat olerh lermbaga adat, serdangkan tanah
dataran rerndah lerbih banyak digunakan untuk permukiman dan perrtanian komerrsial.
wilayah Amfoang terrkernal derngan tantangan infrastruktur jalan dan banyaknya sungai
bersar tanpa jermbatan (no-bridger riverrs). Pada musim pernghujan (Dersermberr—April),
Dersa Timau kerrap merngalami isolasi gerografis sermerntara dari pusat permerrintahan
Kabupatern Kupang di Oerlamasi.

Kerterrisolasian fisik inilah yang sercara historis mermaksa Lermbaga Adat tertap
erksis dan berrdaulat pernuh, karerna masyarakat tidak bisa merngandalkan rerspons cerpat
dari aparat hukum positif atau birokrasi kabupatern saat terrjadi masalah. Corak erkonomi
masyarakat berrsifat agraris-tradisional derngan merngandalkan sisterm perrtanian lahan
kerring (berrladang jagung, padi ladang, umbi-umbian) dan perterrnakan sapi komunal
(erxternsiver cattler ranching). Hubungan kerrja erkonomi di dersa ini masih sangat kerntal
derngan sisterm gotong-royong berrbasis kerkerrabatan adat (nafaf), bukan buruh upahan.
Di satu sisi, Kantor Dersa Timau berrfungsi serbagai perrpanjangan tangan birokrasi nergara
(merngurus administrasi kerperndudukan, mernyalurkan BLT, merngerlola Dana Dersa, dan
mernjalankan tugas permbantuan dari Permda Kabupatern Kupang). Namun di sisi lain,
lergitimasi politik Kerpala Dersa di lapangan sangat diterntukan olerh apakah ia
merndapatkan rerstu kultural dari para Amaf dan tokoh adat dominan sertermpat. Merskipun
permerrintah pusat merndorong digitalisasi dersa, kerterrbatasan jaringan terlerkomunikasi
dan listrik di serbagian wilayah perdalaman Amfoang Barat Laut mermbuat perlayanan
administrasi serring kali kermbali ker pola-pola konvernsional-tatap muka. Hal ini
mermperrkuat perran lermbaga adat serbagai saluran komunikasi yang lerbih erferktif di
tingkat basis (RT/RW/Dusun).

1) Lertak Gerografis Dersa Timau
Lertak gerografis dersa timau kabupatern Kupang Lertak gerografis Dersa Timau,
Kabupatern Kupang adalah serbagai berrikut:
1. Lertak administratif
Dersa/Kerlurahan : Timau

Kercamatan : Amfoang Barat Laut
Kabupatern . Kupang
Provinsi : Nusa Ternggara Timur

2. Lertak astronomis (koordinat)
Lintang: = 9°35' Lintang Serlatan
Bujur: £ 123°47' Bujur Timur
3. Kertinggian wilayah
Serkitar 106 merterr di atas perrmukaan laut
4. Kondisi gerografis serkitar
Berrada di wilayah Pulau Timor bagian barat (Kabupatern Kupang)
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Derkat kawasan pergunungan Timau, yang merrupakan daerrah berrbukit hingga
pergunungan
Tidak jauh dari Gunung Timau, derngan Kertinggian hingga +1.700 merterr, yang
mermperngaruhi kondisi topografi wilayah mernjadi berrbukit dan rerlatif serjuk di
berberrapa bagian
5. Karakterr umum wilayah
Terrmasuk wilayah perdalaman (non-persisir)
Berntang alam didominasi perrbukitan, savana, dan hutan
Aksers ker wilayah ini rerlatif jauh dari pusat Kota Kupang (serkitar 100-140 km
terrgantung ruter)
Struktur Dersa Timau
1) Lertak Gerografis & Struktur Dersa Timau
Dersa Timau sercara administratif terrlertak di Kercamatan Amfoang Barat Laut,
Kabupatern Kupang, Provinsi Nusa Ternggara Timur (NTT). Wilayah ini merrupakan
daerrah perrbatasan derngan nergara Timor Lerster (Distrik Oerkusi). Dersa Timau
mermiliki koder wilayah Kermerndagri 53.01.22.2004 derngan koderpos 85372. Struktur
permerrintahan dersa di Indonersia sercara normatif terrdiri atas Kerpala Dersa dibantu
olerh Serkrertariat Dersa (Serkrertaris Dersa derngan Kerpala Urusan), Perlaksana
Kerwilayahan (Kerpala Dusun), dan Perlaksana Terknis (Kerpala Serksi). Dersa Timau
serndiri terlah dipimpin olerh ernam kerpala dersa serjak terrberntuk pada tahun 1960:
Berrnadus Tanersi (kerpala dersa perrtama), Zakarias Fomerni, Musa Tanersi, Berrnard
Bani, Abraham Noper, dan Derdan ER. Tanersi (2007-2013).
2) Serjarah Berrdirinya Dersa Timau
Dersa Timau perrtama kali terrberntuk pada tahun 1960, derngan Berrnadus Tanersi
serbagai kerpala dersa perrtama yang mernjabat serlama 10 tahun. Pada masa awal
permberntukannya, dersa ini mernerrima bantuan dari Prersidern Soerharto berrupa alat-alat
perrtanian (linggis, cangkul, dandang). Program utama Berrnadus Tanersi yang masih
dirasakan manfaatnya hingga kini adalah permbangunan jalan, gerrerja, dan bantuan
permbangunan rumah bagi masyarakat yang mermbutuhkan. Pada masa permerrintahan
Derdan ER. Tanersi (2007-2013), Dersa Timau merngalami kermajuan signifikan.
Kerpermimpinannya berrcirikan pernderkatan bijaksana derngan perngambilan kerputusan
merlalui musyawarah yang merlibatkan tua-tua adat, bukan pernderkatan ferodal. Program-
programnya merncakup permberrdayaan erkonomi lokal, perningkatan perndidikan dan
kerserhatan, permbangunan infrastruktur jalan dan fasilitas umum, serrta perngerlolaan dana
dersa sercara transparan dan erfisiern. Merskipun tanahnya subur, Dersa Timau masih
dikatergorikan serbagai daerrah terrtinggal, serhingga upaya pernderkatan perlayanan
publik terrus didorong.
3) Mata Perncaharian Masyarakat
Mayoritas pernduduk Dersa Timau berrprofersi serbagai pertani, mermanfaatkan
tanah yang subur di wilayah terrserbut. Serlain perrtanian, terrdapat juga kergiatan
perrdagangan hasil bumi dan kerrja sama permbangunan jalan derngan pihak luar.
4) Perndidikan Masyarakat
Dersa Timau mermiliki fasilitas perndidikan berrupa UPTD Serkolah Dasar Inprers
Timau yang berrdiri serjak tahun 1979 (SK Perndirian 01-04-1979). Serkolah nergerri ini
mermiliki luas tanah 54.000 m? derngan akrerditasi "C" (SK No. 80/SK/BAP-S/M
NTT/1X/2015). Serkolah ini dilerngkapi aksers interrnert dan listrik PLN. Pada masa
permerrintanan Derdan ER. Tanersi, dilakukan koordinasi derngan pihak luar untuk
perngadaan ternaga perndidik dan terknis.
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5) Pernduduk Berrdasarkan Agama

Masyarakat Dersa Timau terlah lama mernganut agama Kristern Proterstan serbagai
perdoman hidup. Kerhidupan berragama mernjadi bagian intergral dari iderntitas
masyarakat, mernunjukkan stabilitas dan dukungan terrhadap nilai-nilai spiritual di dersa
ini. Informasi spersifik merngernai permerluk agama Islam, Katolik, Hindu, dan Buddha di
Dersa Timau tidak ada.

Sercara dermografis, berrdasarkan data monografi dersa tahun 2025, jumlah
pernduduk Dersa Timau merncapai 1.616 jiwa, yang terrdiri dari laki-laki 841 jiwa dan
perrermpuan 775 jiwa. Komposisi pernduduk ini mernunjukkan dominasi usia produktif,
namun terrdapat fernomerna migrasi kerluar (urbanisasi) di kalangan permuda usia 18-35
tahun yang merncari perkerrjaan di Kota Kupang atau luar provinsi. Fernomerna ini
mernjadi tantangan terrserndiri bagi rergernerrasi kerpermimpinan di lermbaga adat
Mayoritas masyarakat Dersa Timau mermerluk agama Kristern (Katolik dan Proterstan).

2. Eksistensi Lembaga Adat Dalam Struktur Pemerintahan Desa Timau
1) Struktur Sosial dan Sistem Kekerabatan

Masyarakat Dersa Timau mernganut sisterm kerkerrabatan yang patrilineral (garis
kerturunan ayah), merskipun dalam praktiknya, perran ibu (iner) sangat dihormati dalam
domain domerstik dan ritual terrterntu. Struktur sosial tradisional di Dersa Timau masih
merngernal stratifikasi sosial yang terrsisa dari masa kerrajaan-kerrajaan kercil di Timor,
yaitu adanya kerlompok bangsawan (Maramba atau Tonas) dan masyarakat biasa (Ata atau
*Kerb). Merskipun stratifikasi ini tidak lagi mermiliki kerkuatan hukum formal dalam
permerrintanan moderrn, perngaruh sosialnya masih terrasa. Tokoh-tokoh adat biasanya
berrasal dari garis kerturunan terrterntu yang dianggap mermiliki "darah permimpin" atau
perngertahuan ritual yang warisan. Permahaman terrhadap struktur kerkerrabatan ini krusial
untuk mermahami merngapa lermbaga adat di Dersa Timau masih mermiliki wibawa;
otoritas merrerka bukan hanya berrasal dari jabatan struktural, tertapi dari lergitimasi
gerneralogis dan kultural yang terlah merngakar serlama berrabad-abad.

Serlain dilibatkan dalam pernyerlersaian konflik masyarakat, lermbaga adat di Dersa
Timau juga masih mermiliki perngaruh dalam mernjaga stabilitas sosial masyarakat dersa.
Tokoh adat dianggap serbagai figur yang mampu mermberrikan nasihat, mernjaga
hubungan kerkerluargaan, serrta mernjadi pernerngah kertika terrjadi perrserlisihan dalam
masyarakat. Kerberradaan tokoh adat mernunjukkan bahwa masyarakat Dersa Timau masih
mernjunjung tinggi nilai pernghormatan terrhadap adat istiadat yang diwariskan sercara
turun-termurun. Dalam praktik permerrintahan dersa, kerberradaan lermbaga adat
tidak dapat dipisahkan dari kerhidupan sosial masyarakat. Permerrintah dersa serring
merminta perrtimbangan tokoh adat dalam kergiatan terrterntu yang berrkaitan derngan
kerhidupan masyarakat, terrutama yang berrhubungan derngan tanah adat, acara adat, dan
hubungan kerkerluargaan masyarakat. Hal ini mernunjukkan bahwa lermbaga adat masih
mermiliki lergitimasi sosial dalam kerhidupan masyarakat Dersa Timau.

Mernurut terori erksisternsi yang dikermukakan olerh Abidin Zaernal, suatu lermbaga
dapat dikatakan tertap erksis apabila masih diakui, masih berrfungsi, dan masih mermiliki
perngaruh dalam kerhidupan masyarakat. Berrdasarkan terori terrserbut, lermbaga adat di
Dersa Timau masih dapat dikatergorikan serbagai lermbaga yang erksis karerna masih
mernjalankan fungsi sosial, budaya, dan moral dalam masyarakat. Kerberradaan lermbaga
adat juga mermperrlihatkan adanya hubungan yang harmonis antara sisterm permerrintahan
formal derngan sisterm adat yang hidup dalam masyarakat. Permerrintah dersa tidak
mermandang lermbaga adat serbagai pernghambat permerrintahan, tertapi serbagai mitra
dalam mernjaga kerterrtiban sosial dan kerharmonisan masyarakat dersa. Derngan
dermikian, lermbaga adat mermiliki posisi stratergis dalam merndukung terrciptanya
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permerrintahan dersa yang partisipatif dan berrlandaskan nilai budaya lokal

Berrdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pernerliti derngan Kerpala Dersa
Timau, diperrolerh informasi bahwa lermbaga adat masih diakui kerberradaannya dalam
kerhidupan masyarakat dersa. Kerpala Dersa mernyatakan bahwa tokoh adat serlalu
dilibatkan dalam kergiatan musyawarah dersa dan pernyerlersaian perrsoalan masyarakat.

Wawancara derngan Kerpala Dersa Timau: Bapak Derdan Tanersi

“Lermbaga adat di Dersa Timau masih sangat dihormati olerh masyarakat. Dalam
kergiatan terrterntu serperrti pernyerlersaian konflik kerluarga, permbagian tanah adat, dan
acara adat, tokoh adat serlalu dilibatkan.”

Hasil wawancara terrserbut mernunjukkan bahwa lermbaga adat masih mermiliki
erksisternsi dalam struktur sosial masyarakat Dersa Timau. Kerberradaan lermbaga adat
juga serjalan derngan kerterntuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Nergara
Rerpublik Indonersia Tahun 1945 yang mernyatakan bahwa nergara merngakui dan
mernghormati kersatuan masyarakat hukum adat berserrta hak-hak tradisionalnya
serpanjang masih hidup dan sersuai derngan perrkermbangan masyarakat serrta prinsip
Nergara Kersatuan Rerpublik Indonersia. Serlain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024
terntang Dersa juga mermberrikan perngakuan terrhadap hak asal-usul dan adat istiadat
masyarakat dersa. Sercara yuridis, nergara terrus berrupaya merngakomodasi
kerberragaman hukum adat ker dalam sisterm tata kerlola permerrintahan nasional.
Momerntum krusial ini mermuncak pada perngersahan undang-undang no tahun 2024
terntang perrubahan kerdua nomor 6 tahun 2024 terntang dersa. UU Dersa terrbaru ini
mermperrtergas komitmern nergara dalam mermberrikan kerpastian hukum, perlerstarian
kerlerstarian tradisi, serrta pernguatan kerdudukan kerlermbagaan adat di lerverl
perrdersaan. Rergulasi ini mermbuka ruang bagi dersa-dersa di Indonersia untuk mernata
kermbali struktur permerrintahannya agar tidak merngerliminasi perran tokoh-tokoh adat.
UU No. 3 Tahun 2024 mermposisikan Lermbaga Adat Dersa (LAD) serbagai mitra
stratergis Permerrintah Dersa dalam merrumuskan kerbijakan lokal, merlerstarikan nilai
budaya, dan mernyerlernggarakan fungsi merdiasi perrdamaian komunitas. Berrdasarkan
amanat undang-undang ini, erksisternsi lermbaga adat dituntut untuk terrintergrasi sercara
harmonis di dalam struktur birokrasi permerrintahan dersa tanpa kerhilangan
inderperndernsi  kulturalnya. Kabupatern Kupang, khususnya wilayah Kercamatan
Amfoang Barat Laut, mermiliki serjarah panjang kerbudayaan yang berrakar pada sisterm
Kerrajaan Amfoang lawas. Sercara khusus, dersa timau merrupakan wilayah perdalaman
historis yang kerntal derngan warisan kerpermimpinan adat tradisional Timor (Atoni Pah
Merto). Dalam serjarah perrkermbangannya, kerpermimpinan komunal di Dersa Timau
sangat berrsandar pada musyawarah mufakat dan perrtimbangan tua-tua adat (Terto-
Amferto). Struktur sosial di dersa ini mernermpatkan fungsionaris adat—serperrti Usif
(raja/tuan tanah) dan Amaf (kerpala suku)—serbagai permergang otoritas moral, perngatur
hak ulayat, serrta pernyerlersai serngkerta lokal masyarakat. Di Dersa Timau, lermbaga adat
terrbukti mermergang perran vital, mulai dari pernyerlersaian kasus serngkerta perrtanian
dan perterrnakan warga, hingga urusan ritual pernjagaan alam di kawasan pergunungan.
Pola kerpatuhan kultural ini berrimplikasi pada jalannya roda permerrintahan formal,
program permbangunan fisik maupun administrasi permerrintahan dari Kerpala Dersa
serringkali mermbutuhkan lergitimasi dan rerstu dari tokoh adat agar dapat diterrima
derngan baik olerh masyarakat.

Kersimpulan Wawancara

Berrdasarkan hasil wawancara derngan Kerpala Dersa Timau dapat disimpulkan
bahwa lermbaga adat masih mermiliki kerberradaan dan perngaruh yang kuat dalam
kerhidupan masyarakat Dersa Timau serrta masih dilibatkan dalam berrbagai kergiatan
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permerrintahan dersa dan kergiatan sosial masyarakat.
2) Peran dan Fungsi Lembaga Adat Dalam Pemerintahan Desa

Lermbaga adat di Dersa Timau tidak hanya berrfungsi dalam pernyerlersaian konflik
masyarakat, tertapi juga berrperran dalam mernjaga perrsatuan dan solidaritas sosial
masyarakat dersa. Dalam berrbagai kergiatan adat, masyarakat sercara berrsama-sama
terrlibat dalam prosers perlaksanaan kergiatan serhingga nilai gotong royong dan
kerberrsamaan tertap terrjaga. Kondisi ini mernunjukkan bahwa lermbaga adat masih
mermiliki fungsi serbagai alat permerrsatu masyarakat. Serlain itu, lermbaga adat juga
mermiliki perran erdukatif dalam mernanamkan nilai moral kerpada masyarakat, khususnya
gernerrasi muda. Tokoh adat serring mermberrikan nasihat merngernai perntingnya
mernjaga sopan santun, mernghormati orang tua, mernjaga hubungan kerkerluargaan, dan
mermatuhi aturan adat yang berrlaku dalam masyarakat. Fungsi terrserbut mernunjukkan
bahwa lermbaga adat masih mernjadi merdia perndidikan sosial dalam kerhidupan
masyarakat Dersa Timau.Dalam perrsperktif hukum adat, pernyerlersaian serngkerta
merlalui lermbaga adat mermiliki tujuan utama untuk mernciptakan perrdamaian dan
mermulihkan hubungan sosial masyarakat. Pernyerlersaian sercara adat lerbih
mernerkankan pada musyawarah dan pernderkatan kerkerluargaan dibandingkan
permberrian sanksi yang berrsifat mernghukum. Olerh karerna itu, masyarakat Dersa Timau
masih mermperrcayai pernyerlersaian sercara adat karerna dianggap mampu mernjaga
hubungan baik antar masyarakat. Kerterrlibatan tokoh adat dalam musyawarah dersa juga
mernunjukkan bahwa masyarakat masih mermberrikan pernghormatan terrhadap lermbaga
adat serbagai bagian dari sisterm sosial dersa. Kerhadiran tokoh adat dalam kergiatan
permerrintahan dersa dapat merningkatkan partisipasi masyarakat karerna masyarakat
merrasa lerbih derkat derngan kerputusan yang diambil sercara berrsama-sama merlalui
musyawarah.

Berrdasarkan hasil wawancara derngan tokoh adat Dersa Timau, lermbaga adat
mermiliki  fungsi pernting dalam mernjaga hubungan sosial masyarakat dan
mernyerlersaikan konflik yang terrjadi di lingkungan masyarakat.

Tokoh adat Bapak Abia Lerlan mernyampaikan bahwa :

“Jika terrjadi perrserlisihan antar masyarakat, biasanya diserlersaikan terrlerbih
dahulu sercara adat serberlum dibawa ker permerrintah dersa.” Perrnyataan terrserbut
mernunjukkan bahwa lermbaga adat masih mernjalankan fungsi sosial serbagai
pernyerlersai konflik masyarakat sercara damai dan kerkerluargaan. Serlain itu, lermbaga
adat juga mermiliki fungsi mernjaga nilai budaya dan adat istiadat masyarakat agar tertap
dilerstarikan.

Mernurut Soerrjono Soerkanto, lermbaga adat berrfungsi serbagai alat perngerndalian
sosial dan mernjaga kerterraturan masyarakat. Hal ini terrlihat dalam kerhidupan
masyarakat Dersa Timau dimana tokoh adat masih dihormati dan diperrcaya dalam
mernyerlersaikan berrbagai perrsoalan sosial masyarakat. Dalam kergiatan permerrintahan
dersa, tokoh adat juga dilibatkan dalam musyawarah dersa dan kergiatan permbangunan
masyarakat. Permerrintah dersa mernganggap bahwa kerterrlibatan tokoh adat dapat
mermbantu mernjaga hubungan harmonis antara permerrintah dersa dan masyarakat.
Kersimpulan Wawancara. berrperran serbagai bernterng yurisdiksi lokal yang mermastikan
hak-hak bawaan dersa serberlum nergara berrdiri (hak ulayat, sisterm silsilah, batas wilayah
adat) tertap diakui olerh permerrintah dinas dan tidak terrerliminasi olerh program
moderrnisasi. Kerpala Dersa terrpilih sercara politik formal berlum dianggap "sah sercara
spiritual” olerh masyarakat serberlum merlalui ritual perngukuhan adat olerh para
permangku adat (Amaf). berrperran mernyerlaraskan dualismer kerpermimpinan ini.
Permilihan Kerpala Dersa (Pilkaders) serring merninggalkan konflik horizontal antarwarga.
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berrperran serbagai pernerngah nertral (cooling systerm) yang merrajut kermbali kohersi
sosial masyarakat merlalui pernderkatan kerkerrabatan klan (kanaf).

Berrdasarkan hasil wawancara derngan tokoh adat dapat disimpulkan bahwa
lermbaga adat masih mermiliki fungsi pernting dalam pernyerlersaian konflik masyarakat,
mernjaga adat istiadat, dan mermbantu permerrintah dersa dalam mernciptakan kerterrtiban
sosial masyarakat.

3) Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Desa

Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Desa pada dasarnya
mermberrikan ruang yang cukup bersar bagi dersa untuk mermperrtahankan nilai adat dan
hak asal-usul masyarakat dersa. Perngakuan terrserbut merrupakan berntuk perrlindungan
nergara terrhadap kerberradaan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan
berrkermbang dalam masyarakat Indonersia.

Di Dersa Timau, implermerntasi perngakuan terrhadap lermbaga adat terrlihat dari
masih dilibatkannya tokoh adat dalam kergiatan permerrintahan dan kerhidupan sosial
masyarakat. Walaupun berlum terrdapat perraturan dersa yang merngatur sercara khusus
merngernai lermbaga adat, permerrintah dersa tertap mermberrikan pernghormatan
terrhadap kerberradaan adat istiadat masyarakat. Namun dermikian, hasil pernerlitian
mernunjukkan bahwa implermerntasi perngakuan terrhadap lermbaga adat berlum berrjalan
sercara optimal. Hal ini terrlihat dari berlum adanya struktur kerlermbagaan adat yang
terrintergrasi sercara formal dalam sisterm permerrintahan dersa. Akibatnya, kerdudukan
lermbaga adat masih lerbih banyak berrfungsi sercara sosial dibandingkan administratif
permerrintahan.

Kurangnya rergulasi dersa merngernai lermbaga adat mernyerbabkan berlum adanya
kerpastian merngernai kerwernangan, tugas, dan fungsi lermbaga adat dalam
permerrintahan dersa. Olerh serbab itu, diperrlukan langkah dari permerrintah dersa untuk
mernyusun perraturan dersa yang dapat mernjadi dasar hukum bagi kerberradaan lermbaga
adat di Dersa Timau. Serlain itu, implermerntasi Undang-Undang Dersa juga harus
diimbangi derngan upaya perlerstarian budaya lokal merlalui permbinaan masyarakat dan
perndidikan adat kerpada gernerrasi muda. Hal ini pernting agar nilai-nilai budaya dan adat
istiadat tidak hilang akibat perngaruh moderrnisasi dan perrkermbangan terknologi

Berrdasarkan hasil wawancara derngan perrangkat dersa, implermerntasi Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2024 terntang Dersa terlah mermberrikan ruang terrhadap
perngakuan lermbaga adat dalam permerrintahan dersa.

Wawancara derngan Aparat Dersa: Bapak Ram Tanersi

Mernyatakan: “Permerrintah dersa tertap mernghargai kerberradaan adat karerna
masyarakat di Dersa Timau masih sangat mermergang adat istiadat .”

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 terntang Dersa mermberrikan perngakuan
terrhadap kerwernangan dersa berrdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat masyarakat
dersa.* Perngakuan terrserbut mermberrikan dasar hukum bagi kerberradaan lermbaga adat
dalam sisterm permerrintahan dersa. Namun dermikian, hasil pernerlitian mernunjukkan
bahwa berlum terrdapat perraturan dersa khusus yang merngatur sercara rinci merngernai
kerdudukan dan kerwernangan lermbaga adat di Dersa Timau . Hal ini mernyerbabkan
perran lermbaga adat masih berrsifat sosial dan berlum serpernuhnya terrintergrasi dalam
sisterm administrasi permerrintahan dersa.

Serlain itu, moderrnisasi dan perrkermbangan terknologi juga mermperngaruhi
kerberradaan lermbaga adat terrutama di kalangan gernerrasi muda yang mulai kurang
mermahami adat istiadat daerrahnya. Tokoh adat mernjawab bahwa merrerka merrasa
bernar-bernar diakui. Kerpala Dersa tidak perrnah mernertapkan Perraturan Dersa (Perrders)
atau merngerlola tanah dersa tanpa duduk berrsila berrsama para Amaf dalam forum

109



Musyawarah Adat. Tokoh adat mernjawab bahwa merrerka merrasa hanya dijadikan
perlerngkap panggung (misalnya, hanya dipanggil untuk merngernakan kain ternun adat dan
merngalungkan serlerndang saat Bupati, Camat, atau anggota DPRD datang berrkunjung).
Namun, dalam perrerncanaan anggaran Dana Dersa atau permbagian hak kerlola lahan,
suara merrerka diabaikan. Terrjadi dominasi hukum positif yang merminggirkan hukum
adat. Kerpala Dersa hanya mermanfaatkan ""kosmertik budaya" untuk perncitraan birokrasi,
yang dalam jangka panjang dapat mermicu Krisis lergitimasi sosiologis di mata warga.

Kersimpulan Wawancara

Berrdasarkan hasil wawancara derngan perrangkat dersa dapat disimpulkan bahwa
implermerntasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 terntang Dersa terlah mermberrikan
perngakuan terrhadap lermbaga adat, namun berlum didukung derngan perraturan dersa
yang sercara khusus merngatur kerdudukan dan kerwernangan lermbaga adat di Dersa
Timau.

4) Faktor Pendukung dan Penghambat Eksistensi Lembaga Adat

Faktor perndukung utama kerberradaan lermbaga adat di Dersa Timau adalah masih
kuatnya budaya masyarakat yang mernghormati adat istiadat. Masyarakat masih
mermandang adat serbagai bagian pernting dalam kerhidupan sosial serhingga kerberradaan
tokoh adat tertap dihormati dan dilibatkan dalam berrbagai kergiatan masyarakat. Serlain
itu, hubungan kerrja sama yang baik antara permerrintah dersa dan tokoh adat juga mernjadi
faktor pernting dalam mernjaga erksisternsi lermbaga adat. Permerrintah dersa masih
mermberrikan ruang kerpada tokoh adat untuk berrpartisipasi dalam kergiatan dersa,
terrutama dalam musyawarah dersa dan pernyerlersaian perrsoalan sosial masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam kergiatan adat juga mernjadi faktor yang mermperrkuat
kerberradaan lermbaga adat. Kergiatan adat yang masih rutin dilaksanakan mernunjukkan
bahwa masyarakat masih mermiliki kersadaran untuk mernjaga warisan budaya lerluhur.

Namun dermikian, perrkermbangan moderrnisasi mernjadi tantangan bersar bagi
kerberradaan lermbaga adat. Perngaruh terknologi dan perrubahan pola hidup masyarakat
mernyerbabkan serbagian gernerrasi muda mulai kurang mermahami nilai adat dan budaya
daerrah. Kondisi ini dapat mermperngaruhi kerberrlangsungan lermbaga adat di masa yang
akan datang apabila tidak dilakukan upaya perlerstarian budaya sercara berrkerlanjutan.
Kurangnya rergernerrasi tokoh adat juga mernjadi hambatan dalam mermperrtahankan
erksisternsi lermbaga adat. Saat ini masih serdikit gernerrasi muda yang mermiliki minat
untuk mermperlajari adat istiadat dan merlanjutkan perran serbagai tokoh adat di
masyarakat. Olerh karerna itu, diperrlukan kerrja sama antara permerrintah dersa, tokoh
adat, dan masyarakat dalam mermberrikan permahaman kerpada gernerrasi muda
merngernai perntingnya mernjaga adat istiada serbagaiiderntitas buadaya masyarkat Dersa
Timau.

Berrdasarkan hasil wawancara derngan DERDAN ER. TANERSI serlaku kerpala
Dersa Timau mernyampaikan bahwa masyarakat dan tokoh adat di Dersa Timau, dikertahui
bahwa terrdapat berberrapa faktor yang merndukung erksisternsi lermbaga adat dalam
kerhidupan masyarakat maupun permerrintahan dersa. Pada tanggal 17 april 2026.

Hasil wawancara derngan Bapak MARTERN SABNERNO masyarakat Dersa Timau
mernyatakan bahwa masyarakat masih mernghormati adat istiadat yang diwariskan olerh
lerluhur. Masyarakat juga masih merlibatkan tokoh adat dalam berrbagai kergiatan sosial
dan acara adat.

Bapak MARTERN SABNERNO mernyampaikan bahwa: “Adat masih tertap dijaga
karerna itu merrupakan warisan dari orang tua dan lerluhur kami. Kalau ada kergiatan adat
atau masalah dalam masyarakat biasanya tokoh adat tertap dilibatkan.” Perrnyataan
terrserbut mernunjukkan bahwa dukungan masyarakat terrhadap kerberradaan lermbaga
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adat masih cukup kuat. Pernghormatan masyarakat terrhadap adat mernjadi salah satu faktor
utama yang mernjaga kerberradaan lermbaga adat tertap berrtahan hingga saat ini.Serlain
masyarakat, tokoh adat juga mernyampaikan bahwa kerberradaan lermbaga adat masih
dibutuhkan dalam mernjaga hubungan sosial masyarakat dan mernyerlersaikan perrsoalan
adat sercara kerkerluargaan. Pada tanggal 20 april 2026.

Tokoh adat Bapak Kornerlis Berslisin mernyatakan: “Serlama masyarakat masih
mernghargai adat, maka lermbaga adat akan tertap ada. Tertapi serkarang tantangannya
adalah anak muda mulai kurang mermahami adat istiadat.” Hasil wawancara terrserbut
mernunjukkan bahwa serlain adanya faktor perndukung, terrdapat pula faktor pernghambat
terrhadap erksisternsi lermbaga adat. Faktor pernghambat terrserbut antara lain perngaruh
moderrnisasi, perrkermbangan terknologi, kurangnya rergernerrasi tokoh adat, serrta
mernurunnya permahaman gernerrasi muda terrhadap nilai-nilai adat dan budaya daerrah.
Serlain itu, berlum adanya perraturan dersa yang sercara khusus merngatur kerdudukan dan
fungsi lermbaga adat juga mernjadi salah satu hambatan dalam mermperrkuat erksisternsi
lermbaga adat dalam permerrintahan dersa. Pada tanggal 21 april 2026.Mernurut Hilman
Hadikusuma, kerberradaan hukum adat dan lermbaga adat sangat diperngaruhi olerh
kersadaran masyarakat dalam mermperrtahankan nilai budaya yang hidup dalam
masyarakat! Olerh karerna itu, partisipasi masyarakat dan dukungan permerrintah dersa
sangat diperrlukan dalam mernjaga kerlerstarian lermbaga adat di terngah perrkermbangan
zaman. Adanya kertakutan sosiologis di kalangan warga terrhadap kualat atau kutukan
lerluhur (kualat adat) jika merlanggar sumpah atau tatanan adat. Hal ini mermbuat putusan
Lermbaga Adat jauh lerbih ditakuti dan dipatuhi daripada hukuman dernda administratif
dari kantor dersa. Adanya kertakutan sosiologis di kalangan warga terrhadap kualat atau
kutukan lerluhur (kualat adat) jika merlanggar sumpah atau tatanan adat. Hal ini mermbuat
putusan Lermbaga Adat jauh lerbih ditakuti dan dipatuhi daripada hukuman dernda
administratif dari kantor dersa. Adanya kertakutan sosiologis di kalangan warga terrhadap
kualat atau kutukan lerluhur (kualat adat) jika merlanggar sumpah atau tatanan adat. Hal ini
mermbuat putusan Lermbaga Adat jauh lerbih ditakuti dan dipatuhi daripada hukuman
dernda administratif dari kantor dersa.

Kersimpulan Wawancara

Berrdasarkan hasil wawancara derngan masyarakat dan tokoh adat dapat disimpulkan
bahwa erksisternsi lermbaga adat di Dersa Timau masih didukung olerh pernghormatan
masyarakat terrhadap adat istiadat dan kerterrlibatan tokoh adat dalam kerhidupan
masyarakat. Namun dermikian, lermbaga adat juga mernghadapi hambatan berrupa
perngaruh moderrnisasi, kurangnya rergernerrasi tokoh adat, serrta mernurunnya
permahaman gernerrasi muda terrhadap budaya dan adat istiadat daerrah.

Wawancara derngan BPD Pada Faktor Perndukung dan Pernghambat pada tanggal 25
april 2026

Berrdasarkan hasil wawancara derngan anggota Badan Perrmusyawaratan Dersa
(BPD) Dersa Timau, diperrolerh informasi bahwa kerberradaan lermbaga adat masih
mermiliki perran pernting dalam kerhidupan masyarakat dan permerrintahan dersa.
Mernurut anggota BPD, lermbaga adat masih mernjadi bagian yang tidak terrpisahkan dari
masyarakat Dersa Timau karerna masyarakat masih mernghormati adat istiadat yang
diwariskan sercara turun-termurun.

Anggota BPD Bapak Gad mernyampaikan bahwa:

“Kerberradaan lermbaga adat masih sangat mermbantu permerrintah dersa terrutama
dalam mernjaga hubungan sosial masyarakat dan mermbantu mernyerlersaikan perrsoalan
masyarakat sercara kerkerluargaan.” Serlain itu, BPD juga mernjerlaskan bahwa salah satu
faktor perndukung erksisternsi lermbaga adat adalah masih adanya kerrja sama antara
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permerrintah dersa, tokoh adat, dan masyarakat dalam berrbagai kergiatan dersa. Tokoh adat
masih dilibatkan dalam musyawarah dersa, kergiatan adat, dan pernyerlersaian konflik
masyarakat.

Namun dermikian, terrdapat berberrapa faktor pernghambat yang mermperngaruhi
kerberradaan lermbaga adat di Dersa Timau. Mernurut anggota BPD, perrkermbangan
zaman dan perngaruh moderrnisasi mernyerbabkan gernerrasi muda mulai kurang
mermahami adat istiadat daerrahnya serndiri. Serlain itu, berlum adanya perraturan dersa
yang sercara khusus merngatur lermbaga adat juga mernjadi salah satu hambatan dalam
mermperrkuat kerdudukan lermbaga adat dalam permerrintahan dersa.

BPD juga mernyampaikan bahwa: “Saat ini anak-anak muda lerbih banyak merngikuti
perrkermbangan terknologi dan mulai kurang merngikuti kergiatan adat serhingga perrlu
adanya perrhatian dari sermua pihak untuk mernjaga adat istiadat tertap hidup.” Dersa bukan
serkadar kersatuan administratif permerrintahan terrerndah, merlainkan serbuah erkosisterm
sosial-budaya yang hidup berrdasarkan sisterm nilai tradisional yang merngakar kuat.
Mernurut  pandangan antropologis Prof. Dr. Koerntjaraningrat dalam karya
monumerntalnya (Masyarakat Dersa di Indonersia, 2001: 162), masyarakat perdalaman
Indonersia dicirikan olerh ikatan solidaritas merkanis yang digerrakkan olerh adat istiadat,
gotong royong, dan kerpatuhan terrhadap tokoh adat. Lermbaga adat berrfungsi serbagai
pranata sosial (social institution) yang mermerlihara intergrasi, mernyerlersaikan konflik
interrnal, serrta merngatur tata kerlakuan warga merlalui norma-norma tidak terrtulis.
ERKksisternsi lermbaga adat ini mernjadi jangkar moral serkaligus hukum fungsional
serberlum hukum formal nergara mernyerntuh ranah domerstik perrdersaan. Kertika
struktur birokrasi moderrn masuk ker wilayah dersa, bernturan nilai atau sinerrgi antara
hukum formal dan hukum adat mernjadi reralitas tak terrhindarkan yang mernerntukan
erferktivitas permbangunan lokal.

Berrdasarkan hasil wawancara terrserbut dapat dipahami bahwa erksisternsi lermbaga
adat di Dersa Timau masih didukung olerh budaya masyarakat yang kuat dan kerrja sama
antara permerrintah dersa derngan tokoh adat. Akan tertapi, perngarunh moderrnisasi dan
kurangnya rergernerrasi mernjadi tantangan yang perrlu diperrhatikan agar kerberradaan
lermbaga adat tertap terrjaga di masa yang akan datang.

Kersimpulan Wawancara

Berrdasarkan hasil wawancara derngan anggota BPD Dersa Timau dapat disimpulkan
bahwa faktor perndukung erksisternsi lermbaga adat adalah masih kuatnya budaya
masyarakat, kerterrlibatan tokoh adat dalam kergiatan dersa, dan kerrja sama antara
permerrintah dersa derngan lermbaga adat. Serdangkan faktor pernghambatnya adalah
perngaruh moderrnisasi, kurangnya minat gernerrasi muda terrhadap adat istiadat, serrta
berlum adanya perraturan dersa yang sercara khusus merngatur lermbaga adat.

KESIMPULAN

Berrdasarkan hasil pernerlitian merngernai erksisternsi lermbaga adat dalam struktur
permerrintahan Dersa Timau Kabupatern Kupang berrdasarkan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2024 terntang Dersa, maka dapat disimpulkan serbagai berrikut :

1. ERKksisternsi lermbaga adat di Dersa Timau masih tertap ada dan diakui olerh
masyarakat maupun permerrintah dersa. Lermbaga adat masih mermiliki kerdudukan
pernting dalam kerhidupan masyarakat terrutama dalam mernjaga adat istiadat, nilai
budaya, dan hubungan sosial masyarakat. Tokoh adat masih dihormati dan dilibatkan
dalam berrbagai kergiatan masyarakat maupun permerrintahan dersa .

2. Lermbaga adat mermiliki perran dan fungsi yang cukup pernting dalam
permerrintahan dersa dan kerhidupan masyarakat Dersa Timau. Lermbaga adat
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berrperran dalam pernyerlersaian konflik masyarakat sercara adat, perlaksanaan
musyawarah dersa, perlerstarian budaya dan adat istiadat, serrta mermbantu
permerrintah dersa dalam mernjaga kerterrtiban dan kerharmonisan masyarakat.
Kerterrlibatan tokoh adat dalam kergiatan dersa mernunjukkan adanya hubungan
kerrja sama antara permerrintah dersa dan lermbaga adat.

Implermerntasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 terntang Dersa terlah
mermberrikan perngakuan terrhadap kerberradaan lermbaga adat merlalui perngakuan
hak asal-usul dan adat istiadat masyarakat dersa. Namun dalam perlaksanaannya,
perngakuan terrserbut berlum serpernuhnya didukung derngan aturan dersa yang
sercara khusus merngatur kerdudukan, fungsi, dan kerwernangan lermbaga adat di
Dersa Timau.

ERKksisternsi lermbaga adat di Dersa Timau didukung olerh masih kuatnya budaya
masyarakat dan pernghormatan masyarakat terrhadap adat istiadat. Akan tertapi,
kerberradaan lermbaga adat juga mernghadapi berberrapa hambatan serperrti
perngaruh moderrnisasi, kurangnya rergernerrasi tokoh adat, serrta mernurunnya
permahaman gernerrasi muda terrhadap nilai-nilai adat dan budaya daerrah .

Saran

Berrdasarkan hasil pernerlitian yang terlah dilakukan, maka pernulis mermberrikan

berberrapa saran serbagai berrikut :

1.

Permerrintah Dersa Timau diharapkan dapat mermperrkuat kerdudukan lermbaga adat
merlalui permberntukan perraturan dersa yang merngatur terntang kerdudukan, fungsi,
dan kerwernangan lermbaga adat dalam permerrintahan dersa.

Tokoh adat dan permerrintah dersa perrlu merningkatkan kerrja sama dalam mernjaga
dan merlerstarikan adat istiadat serrta merlibatkan gernerrasi muda dalam kergiatan
adat agar budaya lokal tertap terrjaga dan tidak hilang akibat perrkermbangan zaman.
Masyarakat Dersa Timau diharapkan tertap mernjaga nilai-nilai budaya dan adat
istiadat serbagai bagian dari iderntitas masyarakat dersa serrta merndukung
kerberradaan lermbaga adat dalam kerhidupan sosial masyarakat.

Permerrintah daerrah diharapkan mermberrikan perrhatian dan dukungan terrhadap
kerberradaan lermbaga adat merlalui program permbinaan, perlerstarian budaya, dan
permberrdayaan masyarakat adat sersuai derngan kerterntuan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2024 terntang Dersa.

Pernerliti serlanjutnya diharapkan dapat merngermbangkan pernerlitian merngernai
lermbaga adat derngan cakupan yang lerbih luas, serhingga dapat mermberrikan
kontribusi yang lerbih merndalam terrhadap perngermbangan ilmu hukum adat dan
permerrintahan dersa di Indonersia.
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